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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan mahluk sosial (homo socius) yang tidak mampu untuk hidup 

dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan ataupun  peran manusia lain. 

Manusia memiliki kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu akal 

sehat dan hawa nafsu yang tidak dipunyai oleh mahluk lainnya. Oleh karenanya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan suatu ketentuan hukum agar tidak 

terjadi gesekan antar kepentingan manusia dan mencapai suatu keteraturan dan 

ketertiban dalam bermasyarakat.1 Ketergantungan manusia dengan manusia lainnya 

memicu munculnya sebuah kelompok sosial. Salah satu bentuk terkecil dari kelompok 

sosial adalah keluarga, yang mana keluarga terbentuk dari adanya perkawinan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sejatinya, perkawinan merupakan sebuah 

perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan  

diambil dari  kata  dasar “kawin” yang mempunyai berarti pertemuan antara alat 

kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita yang keduanya sudah memiliki ketentuan 

hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan.2  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut 

Undang-Undang Perkawinan) pada Pasal 1 ayat (2) yang memuat definisi perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tercantum 

                                                             
1 Akhmad Munawar. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al' 

Adl: Jurnal Hukum. Vol. VII No. 13 h. 21 
2 Aisyah Ayu Musyafah. 2020. Perkawinan Dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam. Jurnal Crepido. Vol. 

II No. 2 h. 113 
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definisi dari perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk 

mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Agar 

mencapai sebuah perkawinan yang sah maka perkawinan harus dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan memenuhi syarat perkawinan 

yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Apabila kedua calon mempelai telah 

sepakat untuk melakukan sebuah perkawinan, maka mereka telah berjanji untuk taat 

dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di dalam perkawinan dan peraturan itu 

berlaku selama perkawinan berlangsung atau perkawinan itu telah putus.3 

Tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Warga 

Negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melaksanakan perkawinan harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum 

perkawinan Islam. Demikian pula Warga Negara Indonesia yang beragama selain 

Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, maka dapat melaksanakan perkawinan 

berlandaskan ketentuan perkawinan yang telah diatur dalam hukum agama dan 

kepercayaannya masing-masing. Sehingga pada dasarnya ketentuan terkait perkawinan 

yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut berlandaskan pada 

hukum dan ketentuan masing-masing agama. Oleh karena itu sah atau tidaknya 

perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya.4 

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan tujuan dari 

perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

warrohmah (keluarga yang tentram serta penuh kasih sayang). Namun, ada kalanya 

dalam penerapan tujuan perkawinan tidaklah semudah yang dibayangkan dan terdapat 

alasan-alasan yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan tersebut. Terdapat 

beberapa sebab putusnya ikatan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 38 

                                                             
3 Soemiyati. 1996. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta. Liberty h. 
10 
4 Tami Rusli. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Pranata Hukum. Vol. 8 No. 2 h. 157 
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Undang-Undang Perkawinan: “Perkawinan dapat terputus karena: Kematian, 

Perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Penyebab terputusnya ikatan perkawinan 

oleh putusan pengadilan salah satunya bisa disebabkan oleh adanya pengajuan 

pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi 

perkawinan kemudian hendak dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-

aturan tertentu.5 Adapun ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang 

Perkawinan yaitu perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, ketentuan pembatalan 

perkawinan juga tercantum di Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada Bab XI 

tentang Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 

KHI.  

Pembatalan Perkawinan dapat diajukan dengan beberapa alasan salah satunya 

karena seorang suami melakukan pernikahan dengan perempuan lain tanpa persetujuan 

dan tanpa sepengetahuan istri sahnya, seperti halnya perkara pembatalan perkawinan 

dalam Putusan Nomor: 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr. yang diputus pada tanggal 25 Juli 

2023 antara Penggugat sebagai istri sah dari suami (alm) melawan Tergugat sebagai 

istri siri dari suami penggugat (alm). Dalam perkara tersebut pengajuan gugatan 

pembatalan perkawinan dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial NF di 

Pengadilan Agama Mojokerto. Melalui kuasa hukumnya, NF (Penggugat) berhendak 

untuk membatalkan perkawinan suaminya yang berinisial HS dengan perempuan 

berinisial ELU (Tergugat) yang merupakan istri siri dari HS sebagaimana tercatat 

dalam Akta Nikah Nomor: 77/15/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang terbitkan oleh 

KUA Kecamatan Kemlagi Mojokerto (Turut Tergugat).  

Alasan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan lantaran mengetahui 

bahwa suaminya telah melakukan perkawinan siri tanpa sepengetahuan dan seizin 

dirinya selaku istri sah. Dalam hal ini, tergugat sebagai istri siri telah mengajukan 

                                                             
5 Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2019. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta. Kencana h. 85 
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pengesahan perkawinan melalui permohonan penetapan itsbat nikah setelah 1 (satu) 

tahun suami dari penggugat meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Penetapan 

Pengadilan Agama Mojokerto No: 111/Pdt.P/2022/PA.Mr. Akibat dari penetapan 

itsbat nikah tersebut adalah terbitnya akta nikah Nomor: 77/15/III/2022 oleh KUA 

Kecamatan Kemlagi Mojokerto antara HS dan ELU sebagai pasangan suami istri yang 

sah secara hukum dan agama tetapi tanpa diketahui dan disetujui oleh istri sah dari HS. 

Sehingga penggugat hendak membatalkan perkawinan tersebut karena menilai 

perkawinan antara HS dan ELU telah dilaksanakan dan diajukan pengesahannya 

dengan tidak sesuai prosedur serta tidak memenuhi rukun dan persyaratan dalam 

melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  

Melalui kuasa hukumnya, NF telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan 

pada tanggal 06 Juli 2023 kepada Pengadilan Agama Mojokerto. Setelah melalui 

serangkaian proses penyelesaian perkara, akhirnya pada tanggal 25 Juli 2023 majelis 

hakim PA Mojokerto telah membacakan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto no: 

1674/Pdt.G/2023/PA.Mr. Senyatanya amar dari putusan tersebut majelis hakim PA 

Mojokerto menolak gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat 

dengan berbagai pertimbangan hukum yang menimbulkan sederet pertanyaan. Salah 

satu pertimbangan hukum majelis hakim adalah perkawinan yang dituntut 

pembatalannya oleh Penggugat yaitu perkawinan antara HS dan  ELU (Tergugat) telah 

terputus seiring meninggalnya HS. Sehingga peristiwa hukum yang menjadi objek 

gugatan sudah tidak ada lagi (not exist) dan majelis hakim berpendapat bahwa 

perkawinan yang telah terputus akibat kematian tidak dapat dibatalkan. 

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim PA Mojokerto juga menegaskan 

bahwa Penggugat yang perkawinannya dengan HS juga telah terputus akibat kematian, 

maka status dari penggugat ialah sebagai janda cerai mati. Selanjutnya, majelis hakim 

menimbang berdasarkan Pasal 73 huruf b KHI yang menegaskan bahwa suami/istri 

merupakan pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, 

dengan status janda cerai mati dan bukanlah sebagai istri dari HS, maka majelis hakim 
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menilai bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam 

pengajuan perkara ini. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukumnya majelis hakim 

PA Mojokerto menyatakan menolak gugatan pengggugat seluruhnya.  

Setelah mencermati perkara tersebut peneliti menemukan permasalahan hukum 

yang menarik untuk dikaji. Permasalahan yang paling menonjol dalam perkara ini 

adalah terkait keabsahan dari kedudukan hukum (legal standing) Penggugat selaku 

istri. Termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 

1674/Pdt.G/2023/PA.Mr Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki 

legal standing dalam mengajuakan perkara ini dikarenakan tidak lagi berstatus sebagai 

istri dari HS melainkan janda cerai mati. Hal tersebut didasari oleh waktu dari 

pengajuan pembatalan perkawinan yang permohonannya diajukan setelah sang suami 

meninggal dunia. Menjadi sebuah pertanyaan apakah sebuah perkawinan yang telah 

terputus sebab kematian salah satu pihak dapat diajukan pembatalan 

perkawinannya. Selain itu, apakah kematian salah satu pihak mengggugurkan hak dari 

suami/istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Permasalahan-permasalahan 

hukum itulah yang menurut peneliti sangat penting untuk dikaji untuk mendapatkan 

sebuah kepastian hukum dalam perkara tersebut. 

Permasalahan selanjutnya ialah terkait permohonan penetapan itsbat nikah yang 

menjadi dasar terbitnya akta nikah HS dengan ELU. Pihak ELU selaku istri siri dari 

HS telah mengajukan pengesahan perkawinan melalui permohonan penetapan itsbat 

nikah kepada PA Mojokerto. Yang mana pengajuan penetapan itsbat tersebut secara 

permohonan voluntair dan bukan dengan cara gugatan kontentius oleh ELU 

dikarenakan HS telah meninggal dunia. Permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh 

majelis hakim PA Mojokerto tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto 

No: 111/Pdt.P/2022/PA.Mr. Namun, sebagaimana ketentuan dalam Pedoman 

Pelaksanaan Tugas & Administrasi PA tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah 

huruf (f) butir angka 6 yang menyatakan “Suami atau istri yang ditinggal mati oleh 

istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius 



 

 

6 
 

dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa 

putusan dan atau putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi”. Ketentuan 

tersebut membuktikan bahwa terdapat kesalahan prosedur atau cacat formil dalam 

pengajuan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh ELU secara permohonan 

voluntair. 

Pada dasarnya penulis memandang bahwa kepastian hukum dari kedudukan hukum 

(legal standing) dari Penggugat selaku Istri dalam mengajukan gugatan pembatalan 

perkawinan sangat penting untuk dikaji. Hal tersebut disebabkan adanya akibat hukum 

yang timbul ketika perkawinan itu tetap sah berkekuatan hukum tetap dan dengan 

ketika perkawinan itu batal akan berbeda. Jika permasalahan hukum ini tetap berlanjut 

maka terdapat potensi untuk timbulnya permasalahan terkait perwalian, pewarisan 

maupun administrasi kependudukan dikemudian hari. Sehingga menurut hemat penulis 

diperlukan analisis terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam 

memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor: 

1674/PDT.G/2023/PA.MR tersebut,  kemudian penulis tuangkan dalam bentuk tugas 

akhir dengan judul: “Legal Standing Istri Dalam Gugatan Pembatalan Perkawinan 

Setelah Kematian Suami (Studi Putusan Nomor: 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr)” 

 

B. Perumusan Masalah  

Mengenai rumusan masalah yang penulis bahas berdasarkan paparan latar belakang 

di atas sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara dalam putusan nomor: 

1674/Pdt.G/2023/PA.Mr tentang pembatalan perkawinan setelah kematian suami 

di Pengadilan Agama Mojokerto? 

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan nomor: 

1674/Pdt.G/2023/PA.Mr tentang pembatalan perkawinan setelah kematian suami? 
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C. Tujuan Penelitian  

Sejatinya tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. 

Adapun tujuan peneliti yaitu: 

1. Untuk memahami dan mengetahui proses penyelesaian perkara pembatalan 

perkawinan yang diajukan oleh istri setelah kematian suami dalam perkara nomor: 

1674/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto. 

2. Untuk mengetahui  dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara pembatalan perkawinan 

setelah kematian suami dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 

1674/Pdt.G/2023/PA.Mr. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi ilmiah yang hendaknya 

memberikan pengetahuan hukum untuk memperkaya literatur terkait pembatalan 

perkawinan. Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih 

wawasan ataupun gagasan terkait penyelesaian perkara pembatalan perkawinan 

untuk berbagai penelitian di bidang hukum saat ini ataupun yang akan datang, 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk di aplikasikan dalam kehidupan 

seharihari, mengingat urgensi dari permasalan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
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E. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini menjadi dasar mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini dapat digunakan oleh para akademisi sebagai pijakan teori serta 

refrensi keilmuan untuk berbagai penelitian di bidang hukum baik sekarang 

maupun yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan perkara pembatalan 

perkawinan yang diajukan setelah kematian suami/istri.  

3. Bagi Institusi Penegak Hukum 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal implementasi aturan 

yang telah ada sebelumnya bagi Institusi Penegak Hukum agar menjadi lebih baik 

lagi kedepannya. 

4. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan masyarakat secara umum untuk menambah 

khazanah pengetahuan sehingga nantinya bisa mengidentifikasi permasalahan 

hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis permasalahan hukum yang 

dihadapai, dan bahkan samai memecahkan permasalahan hukum tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian hukum empiris. Penulis akan 

memaparkan uraian jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis 

sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data/bahan hukum, dan teknik 

dalam menganalisa suatu data yang ditemukan: 

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris/yuridis 

empiris. Metode empiris dalam ilmu hukum seringkali diartikan sebagai 
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metode terjun lansung ke lapangan dengan beragam pendekatan.6 Dalam hal ini 

bertempat di Pengadilan Agama Mojokerto, tempat dimana perkara penelitian 

ini diadili. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

socio legal. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan 

Agama Mojokerto. Hal tersebut lantaran objek penelitian yang penulis angkat 

dalam judul tugas akhir ini disidangkan di tempat tersebut.  

3. Jenis Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah data primer 

dan data sekunder. Peneliti mendapatkan data primer peneliti dari kegiatan 

peneliti yaitu Magang CoE di Oke Law Firm | eko & co. Kantor tempat peneliti 

magang merupakan kantor yang diamanahi untuk mengawal perkara ini, 

sehingga penulis dapat mengikuti perkara ini dari mulai masuk sampai 

keluarnya putusan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Sedangakan 

data sekunder penulis dapat dari kepustakaan seperti contohnya literatur, teori-

teori ahli, doktrin, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum 

Keberhasilan penelitian ini dikarenakan langkah-langkah yang tepat 

untukmenentukannya, sehingga dengan kesiapan yang matang maka 

penyusunan teori dan pengalaman akan berdampak pada hasil pengumpulan 

data lapangan. Langkah-langkah tersebut adalah :  

a. Wawancara, wawancara merupakan proses tanya dan jawab secara 

lisan, dimana dalam penelitialn ini peneliti melakukan wawancara 

kepada pihak yang telah ditentukan untuk menjelaskan 

pengetahuannya. 

                                                             
6 AL-Fatih, Sholahuddin. 2023. Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia. UMM Press. h. 

29 
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b. Observasi, observasi ini mengenali hal-hal yang bersifat penting 

dikarenakan hal-hal tersebut perlu diamalti lebih mendalam untuk 

mendapatkan sumber yang lainnya, dan  

c. Studi Kepustakaan, dimana studi kepustakaan ini mempunyai hubungan 

dengan permasalahan yang peneliti teliti, materi dari kepustakaan 

tersebut adalah seperti literaltur-literaltur, Undalng-Undang, dan lain-

lain. 

5. Teknik Analisa Data 

Berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini maka analisa data akan dilakukan 

dengan cara mendetugas akhirkan secara tertulis yang diperoleh dari data-data 

yang telah didapatkan serta menganalisa dengan peraturan perundang-

undangan maupun literatur yang lainnya sehingga penulisan ini dapat menjadi 

penjelasan yang utuh atas penelitian yang telah dilaksanakan.  

 

G. Sistematika Penulisan  

Dalam menyusun proposal studi hukum ini, peneliti menyusunnya menjadi 

empat bab untuk memudahkan pemahaman terhadap karya tulis ilmiah. Sistematika 

penulisan memiliki peran krusial bagi sebuah karya tulis ilmiah agar mempermudah 

pembaca untuk mengerti substansi materi. Peneliti menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang permasalahan dan 

latar belakang masalah yang akan menjadi landasan perumusan masalah. Selanjutnya 

memunculkan adanya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, peneliti memaparkan tentang Tinjauan Pustaka 

yang memuat penjelasan mengenai definisi perkawinan, persyaratan perkawinan, 

penertian pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang 
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dapat mengajukan pembatalan perkawinan, akibat pembatalan perkawinan, dan 

kedudukan hukum (legal standing).  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bagian hasil 

penelitian termuat informasi umum terkait putusan Nomor: 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr, 

serta pertimbangan hukum majelis hakim yang terdapat dalam putusan. Penulis akan 

menggambarkan analisis terhadap permasalahan yang ada dalam putusan tersebut. 

BAB IV : PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, pada bab ini juga memuat saran yang 

seharusnya memberikan manfaat atau solusi peneliti terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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